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KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 420 / 0030 / B-05 / SK-PF /| / 2018

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN FORMAL
WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : & bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib
memperoleh izin dari pemerintah dacrah; ;

b. bahwa sctelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin
Mendirikan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan
teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan
Pendidikan, maka dapat diberikan izin mendirikan:

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang
lzin Mendirikan Pendidikan Formal, :

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinst Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah [stimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
* 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemecrintahan
DRaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10};
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nemor 57);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.









